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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan
sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang
sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik.
Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Daerah
[stimewa Yogyakarta (Pemda D1Y) dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat adalah masih relatif tingginya angka kemiskinan DIY
dibandingkan angka kemiskinan nasional (lihat Gambar 1.1). Selain
masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, penurunan
kemiskinan juga relatif lambat. Selama kurun waktu lima tahun
tersebut, angka kemiskinan hanya turun sebesar 2,78 persen atau
0,556 persen per tahun. Penurunan ini terbilang rendah karena tidak
mencapai 1 (satu) persen per tahun (lihat Gambar 1.2 dan Gambar
131
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Gambar 1.1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional dengan
Daerah Istimewa Yogyakarta
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Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa
Yogyakarta
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Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY
penurunannya juga relatif lambat. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)
selama lima tahun hanya turun sebesar 1,28; yaitu dari 3,47 pada
Maret 2012 menjadi 2,19 pada Maret 2017. Indeks keparahan
kemiskinan (P2) pada periode yang sama turun sebesar 0,59; yaitu
dari 1,14 pada Maret 2012 menjadi 0,55 pada Maret 2017 (lihat

Gambar 1.3)1
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Sumber: BPS DIY, 2017.

Gambar 1.3. Trend Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan
Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Lambatnya penurunan kemiskinan di DIY selain dibayang-
bayangi kemungkinan meningkatnya indeks keparahan dan
kedalaman kemiskinan, juga diiringi dengan kecenderungan
ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2011, koefisien Gini

1 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-
rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap
garis  kemiskinan. Indeks  keparahan  kemiskinan (Pz)  adalah
kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga
digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.
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baru mencapai 0,40, namun pada tahun 2017 sudah mencapai (4,
Meskipun koefisien Gini tahun 2016 ini lebih rendah daripada tahur;
2013, namun dilihat dari kecederungannya (trend fogarithm,-q
semakin meningkat (lihat Gambar 1.4).

Melihat  potret kemiskinan di atas, pPenanggulang,,
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat tinggi. Diperlukgy,
kajian  yang mendalam untuk memecahkan Permasalahg, .
permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat lainnya,
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Gambar1.4.  Trend Gini Ratio di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya meliputi satu aspek
saja.  Kemiskinan muncul karena banyak  faktor yang
mempengaruhinya. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat,
bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses
jangka panjang. Wrihatnolo (2007: 115) mengemukakan bahwa
pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: (1)
memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan
otoritas ke pihak lain; dan (2) usaha untuk memberi kemampuan atau

keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada
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seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu
merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif
antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu
diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan,
pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses
sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kelembagaan, baik
lembaga kemasyarakatan desa, maupun lembaga fungsional, lembaga
perekonomian yang ada di desa. Lembaga yang sehat dan kuat
menjadi modal utama dalam mengembangkan sumber daya manusia,
karena melalui kelembagaan proses pemberdayaan masyarakat akan
lebih efektif. Di samping itu dibutuhkan sumber daya manusia yang
terampil dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah
dilakukan baik melalui anggaran pusat maupun daerah. Program
andalan daerah dalam menanggulangi kemiskinan di DIY adalah
Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Program ini telah berjalan
selama tiga tahun (2013-2015) namun belum dapat menurunkan
angka kemiskinan secara signifikan.

Diperlukan analisa dan evaluasi mendalam terkait dengan
kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian makro
maupun program-program penanggulangan kemiskinan secara mikro.
Evaluasi makroekonomi diperlukan untuk menganalisis apakah
pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini telah mampu mendorong
penurunan kemiskinan atau belum. Evaluasi secara mikro diperlukan
untuk menganalisis apakah program-program penanggulangan
kemiskinan yang telah dilaksanakan mampu secara efektif
mengurangi kemiskinan di DIY.

1.2. Perumusan Masalah

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan
oleh Pemda DIY, namun angka kemiskinan di DIY masih lebih tinggi
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